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ABSTRACT

This study examines intellectual capital's effect on spending performance.
Intellectual capital in this study is divided into three types: public human
capital, public organizational capital, and relational public capital.
Purposive sampling was employed in determining the sample for this
study, totaling 41 observations. The respondents are budget
management employees at the Directorate General of Intellectual
Property, Indonesia Ministry of Law and Human Rights. The results
suggest that public human capital, public organizational capital, and
public relational capital positively influence spending performance. This
research contributes to the literature on testing intellectual capital in
public sector organizations which are still rarely done, especially using
Indonesian data.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital
terhadap kinerja belanja pada instansi pemerintah. Capital intellectual
dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu public human capital,
public organizational capital dan relational public capital. Purposive
sampling digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini yang
berjumlah sebanyak 41 observasi. Responden penelitian merupakan
pegawai pengelola anggaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa public human capital, public organizational capital,
dan relational public capital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja
belanja. Penelitian ini memberikan kontribusi literatur dalam pengujian
intellectual capital pada organisasi sektor publik yang masih jarang
dilakukan khususnya dengan menggunakan data Indonesia.
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1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin
memudahkan layanan untuk mengakses informasi dan
komunikasi, meningkatkan kesadaran masyarakat atas
kinerja pemerintah. Oleh karena itu, institusi
pemerintah saat ini sedang banyak disorot oleh
masyarakat karena masyarakat mulai
mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas
pelayanan sektor publik. Berbagai kritik, saran dan
tuntutan telah diajukan oleh masyarakat kepada
institusi pemerintah terkait pertanggungjawaban atas
kinerja instansi pemerintah. Kinerja dalam instansi
pemerintah banyak dikaitkan dengan kinerja dalam
penggunaan belanja yang dilakukan oleh instansi
tersebut dengan sumber pendanaan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN
merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk
mendorong pencapaian berbagai target pembangunan
yang telah ditetapkan (Widyatama, 2022). Belanja
negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja

pemerintah  dalam pelaksanaan pembangunan
(Widyatama, 2022). Aktivitas pemerintah baru dapat
dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja
selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan
infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang
pendidikan, dan lain-lain. Akan tetapi, seringkali
belanja negara yang dilakukan oleh instansi
pemerintah dianggap kurang tepat sasaran.

Idealnya belanja pemerintah berperan
penting dalam mendorong perekonomian
masyarakat. Sayangnya ruang dalam anggaran yang
dimiliki pemerintah terbatas. Kondisi belanja yang
terjadi saat ini adalah belanja rutin yang tidak dapat
ditinggalkan dan terus menjadi beban belanja yang
paling besar (Hesda, 2017). Hal ini dapat dilihat dari
masih banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk
kegiatan belanja pegawai dan belanja barang, yang
seharusnya digunakan untuk belanja-belanja yang
produktif. Adapun komposisi belanja negara tahun
2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1
Perkembangan Alokasi dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis 2018-2021 (triliun Rupiah)
2018 2019 2020 2021
Belanja Pemerintah Pusat  APBN LKPP APBN LKPP APBN Outlook RAPBN
Belanja Pegawai 365,69 346,89 381,56 376,07 416,20 403,72 420,70
Belanja Barang 340,13 347,47 345,23 334,42 337,02 273,16 357,38
Belanja Modal 203,88 184,13 189,34 177,84 186,91 137,38 250,30
Pembayaran Bunga Utang 238,61 257,95 275,89 275,52 295,21 338,78 373,26
Subsidi 156,23 216,88 224,32 201,80 187,61 192,02 172,91
Belanja Lain-lain 67,24 16,16 114,00 11,70 127,97 450,57 208,57
Belanja Hibah 1,46 1,52 1,94 6,48 2,18 5,07 6,78
Bantuan Sosial 81,26 84,32 102,06 112,48 107,63 174,52 161,36

Sumber: Zahara et al. (2020)

Belanja kementerian dan lembaga atau
instansi pemerintah pusat masih belum bisa dikatakan
produktif saat ini karena belanja negara masih banyak
dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif
seperti belanja pegawai dan belanja barang yang dari
tahun ke tahun melebihi 60% dari total anggaran
belanja Kementerian dan Lembaga (Citradi, 2020).
Berdasarkan kajian Bank Indonesia (Bl), setiap
pertambahan 1% dari pengeluaran pemerintah yang
berbasis konsumsi, hal ini akan meningkatkan output
perekonomian sebesar 0,03% dalam jangka waktu yang
panjang (Citradi, 2020). Sementara itu, terkait
pengeluaran berbasis investasi seperti belanja modal,
setiap pertambahan 1% akan menambahkan output
ekonomi 0,2% dalam jangka panjang (Citradi, 2020).
Jadi dampak belanja negara akan lebih besar dirasakan
oleh rakyat jika pemerintah lebih rajin berinvestasi,
bukan cuma mengonsumsi (Citradi, 2020).

Kinerja belanja pemerintah yang masih belum
optimal dapat mengakibatkan kurang tepatnya sasaran
dari tujuan utama belanja tersebut. Sebagian besar
alokasi belanja negara masih digunakan untuk belanja
yang bersifat konsumtif seperti belanja pegawai dan
belanja barang. Kondisi ini mengakibatkan belanja
layanan dasar kepada masyarakat belum dapat
dipenuhi secara optimal. Dalam konteks teori

keagenan, pemerintah dapat berfungsi sebagai agen,
sedangkan masyarakat sebagai prinsipal (Firmansyah
et al., 2020). Adanya informasi asimetri antara
keduanya, mengakibatkan hak yang harus diterima
oleh masyarakat menjadi kurang optimal. Di sisi
instansi pemerintah, keterbatasan anggaran
mengakibatkan pelayanan tersebut masih belum dapat
diberikan dengan optimal. Dengan demikian, faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap kinerja belanja
pemerintah perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya yang mengulas kinerja
belanja lebih banyak dilakukan dengan
membandingkan realisasi belanja dan anggaran
belanjanya (Amelia, 2022; Chartady et al., 2022;
Hasanah & Vidiyastutik, 2018; Katit & Pitanik, 2016;
Liando & Elim, 2016), bukan menguji faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja belanja pemerintah. Penelitian
lainnya menguji faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja keuangan instansi pemerintah, namun bukan
spesifik atas kinerja belanja pemerintah (Atmoko &
Khairudin, 2022; Fernandes & Putri, 2022; Niswani et
al., 2022; Permatasari & Trisnaningsih, 2022; Rahman
et al, 2022; Simamora & Budiwitjaksono, 2022).
Kinerja belanja merupakan bagian dari kinerja
organisasi pada instansi pemerintah, sehingga kinerja
belanja mendukung atas kinerja organisasi secara
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keseluruhan. Pengujian sebelumnya yang telah
menguji  kinerja organisasi instansi pemerintah
dilakukan oleh Dahlan & Madjodjo (2020),
Dwiningwarni & Dindah (2017), Ednoer et al. (2022),
Meirina & Dewi (2021), Tahar & Kuncahyo (2020) dan
Yulianti & Hamdiah (2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji
pengaruh intellectual capital terhadap terhadap
kinerja belanja pemerintah. Intellectual capital
mencakup semua pengetahuan sumber daya manusia,
organisasi dan kemampuan dalam menciptakan nilai
tambah dan menyebabkan keunggulan kompetitif
berkelanjutan (Bontis, 1998). Oleh karena itu,
pengujian intellectual capital terhadap kinerja belanja
pemerintah penting untuk diinvestigasi lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan konsep
intellectual capital sektor publik yang dibangun oleh
Campos et al. (2006) yang terdiri dari public human
capital, public organizational capital dan relational
public capital. Komponen ini juga digunakan oleh
Ednoer et al. (2022), namun penelitian tersebut
menguji kinerja organisasi secara umum, sedangkan
penelitian ini menguji kinerja belanja yang lebih
spesifik pada instansi pemerintah. Pengujian dalam
penelitian ini masih jarang dilakukan dalam penelitian
sebelumnya, khususnya dengan menggunakan data
Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan
pengujian intellectual capital pada organisasi sektor
publik khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini
diharapkan dapat digunakan oleh organisasi sektor
publik terkait pertimbangkan dalam menempatkan
komponen intellectual capital dalam kebijakan
implementasi kinerja organisasi maupun kinerja
belanja secara spesifik.

2. KERANGKA TEORI

Menurut Barney (1991), agar mampu
mencapai keunggulan kompetitif yang terus menerus,
suatu organisasi harus memperhatikan sumber
dayanya yaitu sumber daya yang menambah nilai
positif bagi organisasi, sumber daya yang sulit untuk
ditiru oleh pesaingnya, sumber daya yang bersifat unik
atau langka diantara pesaingnya, sumber daya yang
tidak tergantikan dengan sumber lainnya oleh
pesaingnya.

Berdasarkan pendekatan resource-based
view, sumber daya yang ada pada suatu instansi
pemerintah memiliki peran penting terhadap kinerja
instansi pemerintahan, yang selanjutnya secara
spesifik juga berdampak pada kinerja belanja. Terkait
dengan hal tersebut, intellectual capital merupakan
aset tak berwujud, termasuk informasi dan
pengetahuan yang dimiliki badan usaha yang harus
dikelola dengan baik untuk memberikan keunggulan
kompetitif bagi badan usaha (Gunawan & Tan, 2014).
Konsep human capital menempatkan manusia bukan
hanya sebagai sumber daya manusia, melainkan juga
sebagai modal yang dapat menghasilkan

pengembalian dan sebagai wujud kegiatan investasi
dalam organisasi. Dalam proses organisasi melakukan
rekrutmen dan penempatan, human capital menjadi
proses fundamental yang sangat penting bagi
organisasi dalam mendapatkan pegawai yang
kompeten. Keberhasilan organisasi di masa depan
sangat bergantung pada proses seleksi yang dilakukan
oleh bagian rekrutmen pegawai. Menurut Hossain &
Roy (2016), human capital terdiri dari intelegensia,
keterampilan, dan keahlian yang diberikan kepada
organisasi sehingga mampu memberikan karakter
yang berbeda.

Human capital berperan untuk menciptakan
kekayaan intelektual karena hanya sumber daya
manusia yang dapat menciptakan pengetahuan dan
juga memiliki pengetahuan (Bontis, 1998). Sementara
itu, pengetahuan merupakan unsur terpenting dalam
proses penciptaan nilai organisasi, sehingga
penciptaan nilai bagi suatu organisasi sangat
dipengaruhi oleh modal manusia (Ramadani, 2020).
Siswanto (2020) menyatakan bahwa human capital
merupakan sesuatu yang penting bagi kemajuan
organisasi, karena dapat mempengaruhi
produktivitas. Farah & Abouzeid (2017) menemukan
bahwa human capital memiliki dampak positif
terhadap kinerja organisasi di sektor publik. Selain itu,
Hesda (2017) menyatakan bahwa permasalahan
belanja negara pada umumnya disebabkan oleh
ketidakpahaman penyelenggara negara dalam
melakukan proses belanja. Human capital pada suatu
organisasi pemerintah memiliki peran yang signifikan
dalam implementasi belanja negara. Kinerja belanja
dari suatu organisasi bergantung pada kemampuan
dan keahlian yang melekat pada pegawai dalam
organisasi tersebut.

H1: Public human capital berpengaruh positif
terhadap kinerja belanja.

Dalam konteks resource-based view, suatu
organisasi dapat berkembang dan mendapatkan
keunggulan kompetitifnya apabila memanfaatkan
sumber daya yang dimiliki di dalamnya, termasuk
kemampuan struktur atau organisasi. Apabila
dikaitkan dengan intellectual capital, kemampuan
tersebut erat kaitannya dengan organizational
capital. Organizational capital atau structural capital
merupakan akumulasi dan penggunaan informasi
pribadi untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam
suatu organisasi (Bontis, 1998). Modal ini dapat
menjadi sumber nilai organisasi yang signifikan. Selain
itu, Baroroh (2013) menyatakan bahwa organizational
capital merupakan kemampuan organisasi meliputi
infrastruktur, sistem informasi, rutinitas, prosedur
dan budaya organisasi yang mendukung usaha
karyawan untuk menghasilkan intelektual yang
optimal. Unsur-unsur di dalamnya meliputi hardware,
software, database, struktur organisasi, hak paten,
nama baik organisasi dan hal lainnya yang digunakan
karyawan untuk mendukung proses dan aktivitas
bisnis organisasi (Bontis, 1998).
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Organizational capital tidak dapat dipisahkan
sebagai bagian penting dari intellectual capital karena
dukungannya sangat besar atas infrastruktur, sistem
dan prosedur yang baik pada suatu organisasi.
Organizational capital juga dapat mendukung
pencapaian kinerja organisasi secara optimal. Ednoer
et al. (2022) menyimpulkan bahwa public
organizational capital berpengaruh positif terhadap
kinerja organisasi. Sejalan dengan temuan tersebut,
Farah & Abouzeid (2017) menemukan bahwa
organizational capital dapat meningkatkan kinerja
organisasi di sektor publik. Selanjutnya, Hesda (2017)
menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas
belanja negara dapat dilakukan dengan cara
penajaman peran person in charge anggaran,
penyusunan analisis kebutuhan yang komprehensif,

evaluasi value for money, dan meningkatkan
pemahaman penyelenggara negara terkait
mekanisme bisnis dan pasar. Suatu institusi

pemerintah, dapat meningkatkan kinerja belanjanya
apabila telah menerapkan sistem dan prosedur yang
efektif dan efisien, termasuk di dalamnya terkait
dengan implementasi belanja yang berkualitas.

Ha2: public organizational capital berpengaruh positif
terhadap intellectual capital

Hubungan suatu organisasi yang baik dengan
para pelanggan dan relasi merupakan salah satu
keunggulan suatu organisasi dibandingkan dengan
organisasi lainnya. Kondisi tersebut sejalan dengan
resource-based view bahwa salah satu sumber daya
yang dimiliki suatu organisasi adalah hubungan
organisasi dengan para relasinya. Apabila dikaitkan
dengan intellectual capital, hubungan organisasi
dengan para relasinya dikenal dengan relational
capital. Relational capital merupakan suatu nilai yang
diciptakan melalui hubungan organisasi dengan
lingkungan eksternal, misalnya pelanggan, calon
pelanggan, organisasi lain, pemangku kepentingan,
dan investor (Grasenick & Low, 2004). Selain itu,
relational capital merupakan  hubungan yang
harmonis yang dimiliki oleh organisasi dengan para
mitranya, dengan pemerintah maupun masyarakat
sekitar (Bontis, 1998).

Dalam menjalankan pekerjaannya, institusi
pemerintah tentu berhubungan langsung dengan
banyak organisasi lain baik sesama organisasi
pemerintah maupun non pemerintah. Pemerintah
memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat. Keberhasilan program
pemerintah menjadi tolak ukur penilaian kepercayaan
masyarakat. Kinerja belanja pada instansi pemerintah
merupakan salah satu indikator yang menjadi sorotan

Tabel 2

baik oleh instansi itu sendiri maupun masyarakat.
Kinerja belanja pemerintah dikatakan berkualitas
apabila dapat memberikan dampak positif yang
dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu,
tuntutan atas belanja pemerintah harus dikelola
secara transparan dan akuntabel atas ekonomis,
efisiensi dan efektivitas belanja yang dilakukan (Satria
et al., 2018). Terkait dengan hal tersebut, Ednoer et al.
(2022) menemukan bahwa relational public capital
dapat meningkatkan kinerja organisasi. Kemampuan
instansi pemerintah dalam peningkatkan kinerja
organisasinya salah satunya didukung dengan
kemampuan instansi tersebut berinteraksi dengan
berbagai pemangku kepentingan. Instansi pemerintah
akan memiliki kinerja belanja yang lebih baik apabila
melibatkan berbagai pemangku kepentingan di
dalamnya, sehingga distribusi belanja dari instansi
tersebut menjadi lebih optimal.

H3: relational public capital berpengaruh positif
terhadap kinerja belanja

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang
didapatkan melalui kuesioner yang disebarkan dari
tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 September 2022.
Kuesioner disebarkan kepada 56 responden. Kriteria
responden dengan purposive sampling adalah
responden merupakan PIC dan pelaksana anggaran di
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),
pegawai tersebut berusia diatas 25 tahun, masa kerja
diatas 1 tahun dengan pendidikan minimal Diploma 3.
Total responden yang mengisi kuesioner yang
disebarkan sebanyak 48 responden, di mana terdapat
7 sampel yang tidak lengkap sehingga jumlah sampel
final yang dapat digunakan dalam penelitian ini
berjumlah 41 responden.

Adapun kuesioner untuk mendapatkan data

responden  diberikan  melalui  tautan  online
https://forms.gle/zGWwSpWsk72WzFUCA. Kuesioner
dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertanyaan terkait
identitas responden (jenis kelamin, usia, pendidikan
terakhir, dan masa kerja) dan pertanyaan terkait
persepsi responden terhadap komponen Intellectual
Capital. Skala pengukuran setiap item kuesioner
menggunakan skala 1-5.
Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kinerja
belanja. Sementara itu, variabel eksogen dalam
penelitian ini adalah public human capital, public
organizational capital, dan relational public capital.
Untuk indikator yang digunakan dalam penelitian ini
tertuang dalam Tabel 2. Data penelitian diuji dengan
menggunakan structural equation model.

Operasional Variabel Penelitian

Variabel

Indikator (Iltem Kuesioner)

Public Human Capital (Ednoer 1.
et al.,, 2022)

N

saya saat ini

Saya memiliki komitmen yang besar terhadap pekerjaan saya di kantor.
Saya mampu memotivasi diri sendiri untuk bekerja dengan baik.
3. Saya mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam organisasi
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4.

. Peran dan fungsi yang jelas dapat mempengaruhi penyerapan anggaran

Saya sering menerima pelatihan khusus yang terkait dengan pekerjaan
spesifik yang saya kerjakan saat ini.

Saya memiliki banyak pengalaman dan keahlian di bidang pekerjaan dalam
organisasi saya.

Saya mampu bekerja dalam tim

Saya mampu mengkomunikasikan urusan pekerjaan dengan baik kepada
rekan kerja/bawahan/atasan saya.

Saya memiliki kemampuan leadership yang baik

Adanya jumlah pegawai yang cukup dapat mempengaruhi penyerapan
anggaran

Public Organizational Capital
(Ednoer et al., 2022)

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Organisasi di tempat saya bekerja memiliki budaya organisasi yang
mendorong pegawai bekerja secara profesional.

Organisasi di tempat saya bekerja memiliki budaya organisasi yang dapat
meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja.

Budaya organisasi di tempat saya bekerja mendukung pegawai memiliki
integritas yang tinggi dalam pekerjaan.

Struktur organisasi di tempat saya bekerja sesuai dengan kapasitas pekerjaan
yang ada.

Struktur organisasi di tempat saya bekerja memungkinkan koordinasi
pekerjaan di dalam satu divisi/bagian dengan baik.

Struktur organisasi di tempat saya bekerja memungkinkan koordinasi
pekerjaan antar divisi/bagian dengan baik.

Lingkungan pekerjaan mendukung saya untuk dalam melakukan
pembelajaran terus menerus baik secara formal dan informal.

Lingkungan pekerjaan saya terbiasa melakukan diskusi dalam menyelesaikan
masalah pekerjaan baik secara formal maupun informal.

Lingkungan pekerjaan saya terbiasa melakukan diskusi ilmiah terkait dengan
bidang pekerjaan organisasi di tempat saya bekerja.

Prosedur dan proses kerja saya saat ini memungkinkan saya untuk
mengembangkan kompetensi saya.

Visi dan Misi Strategis Organisasi tempat saya bekerja tercermin dalam
pekerjaan saya.

Prosedur operasional standar yang berlaku saat ini sudah efektif dalam
penyelesaian pekerjaan di dalam satu bagian/divisi.

Prosedur operasional standar yang berlaku saat ini sudah efektif dalam
penyelesaian pekerjaan antar bagian/divisi

Prosedur operasional standar yang berlaku saat ini sudah efektif dalam
menyelesaikan pelayanan kepada relasi kantor/stakeholder
Pergantian/mutasi Pimpinan mempengaruhi proses dan program kerja
Adanya pengawasan dari pimpinan terhadap pelaksanaan realisasi anggaran.

Relational Public Capital
(Ednoer et al., 2022)

Penyedia barang dan jasa yang bekerja sama dengan kantor saya
menyesuaikan kebutuhan dan standar biaya instansi/organisasi.

Kantor tempat saya bekerja mampu bekerja sama dengan instansi/kantor di
bawah DJKI.

Kantor tempat saya bekerja mampu bekerja sama dengan instansi/kantor lain
diluar dari DJKI.

Pimpinan kantor dikenal luas oleh masyarakat

Masyarakat merespon baik terhadap pimpinan kantor di tempat saya bekerja.
Kantor tempat saya bekerja memiliki image yang baik di mata pers/media.
Dalam penyusunan program kerja selalu melibatkan masyarakat

Kemudahan masyarakat dalam mengakses Sistem Informasi DJKI

Kinerja Belanja (Dwiyana,
2018)

Anggaran yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum
dan HAM

Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) memperhatikan prinsip
profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif.

Instansi saya tidak mengalami hambatan dalam penyusunan anggaran.
Instansi saya tidak mengalami hambatan dalam mencapai penyerapan
anggaran yang ideal.
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PADA INSTANSI PEMERINTAH

10.

11.

12.
13.

Anggaran yang direalisasikan di instansi saya mampu mencapai target
penyerapan yang telah ditetapkan

Dalam pengevaluasian keberhasilan penyerapan anggaran di instansi saya
selalu dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya

Realisasi anggaran di instansi saya setiap triwulan mampu mencapai target
proporsional yaitu sebesar 25%

Capaian realisasi fisik dan keuangan di instansi saya setiap triwulan
menunjukkan peningkatan yang seimbang

Pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA di instansi saya
dilaksanakan sesuai jadwal

Di instansi saya selalu membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan paling
lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya

Di Instansi saya realisasi untuk penyerapan anggaran belanja langsung
(program dan kegiatan) tidak pernah mencapai 90%

Pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara efektif

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sangat
mendukung proses penyerapan anggaran

4. HASIL PENELITIAN

Tabel 3 menunjukkan hasil uji validitas atas

persyaratan item kuesioner dinyatakan valid adalah
nilai factor loadingnya lebih besar dari 0,7 (Hussein,

setiap variabel dalam penelitian ini. Untuk memenuhi 2015).
Tabel 3
Hasil Uji Validitas
Public Pgb“c. Relational Public - .
Iltem Human Organizational Capital Kinerja Belanja
Capital Capital
PHC3 0.708
PHC4 0.807
PHC5 0.817
PHC6 0.817
PHC7 0.767
PHCS8 0.828
POC1 0.865
POC2 0.898
POC3 0.901
POC4 0.913
POC5 0.931
POC6 0.883
POC7 0.814
POC8 0.898
POC9 0.867
POC10 0.854
POC11 0.871
POC12 0.859
POC13 0.894
POC14 0.841
POC16 0.766
RPC1 0.861
RPC2 0.849
RPC3 0.821
RPC4 0.767
RPC5 0.849
RPC6 0.871
RPC7 0.765
RPC8 0.763
KB2 0.703
KB3 0.830
KB4 0.807
KB5 0.874
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KB6 0.777
KB7 0.850
KB8 0.870
KB9 0.848
KB10 0.705
KB12 0.769

Sumber: data diolah
Sebelumnya, terdapat indikator yang
dieliminasi karena nilai loading factor lebih kecil dari
0.7 yakni PHC1, PHC2, PHC9, PHC10, POC15, KBO1,

KB11, KB13. Selanjutnya Tabel 4 merupakan hasil uji
reliabilitas atas setiap variabel sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach alpha Hasil
Public Human Capital 0.882 Reliable
Public Organizational Capital 0.977 Reliable
Relational Public Capital 0.930 Reliable
Kinerja Belanja 0.939 Reliable

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 4 diatas, bahwa variabel
public human capital memiliki nilai cronbach’s alpha
sebesar 0,882, variabel public organizational capital
memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,977, variabel
relational public capital memiliki nilai cronbach’s alpha
sebesar 0,930, dan variabel kinerja belanja memiliki

keseluruhan, variabel di atas memiliki nilai cronbach’s
alpha di atas 0,7, sehingga bahwa item pertanyaan-
pertanyaan dalam keempat variabel yang digunakan
dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel. Tabel 5
merupakan ringkasan statistik deskriptif dari variabel
penelitian.

nilai cronbach’s alpha sebesar 0,939. Secara

Tabel 5
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Variabel N Min Max. Mean Std.Dev.
Public Human Capital 41 3,30 5,00 4,20 0,4489
Public Organizational Capital 41 1,06 5,00 3,77 0,7482
Relational Public Capital 41 2,50 5,00 3,97 0,6037
Kinerja Belanja 41 2,77 5,00 3,72 0,5913
Sumber: data diolah
Selanjutnya, ringkasan pengujian hipotesis terdapat pada Tabel 6 di bawah ini:
Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis
Original Sample Standard T Statistics
VARIABEL Sample Mean Deviation (|0/STDEV]) P Values R? Adj. R?
(0) (M) (STDEV)
X1 (PHC) -> Y (KB) 0.252 0.243 0.134 1.889 0.030
X2 (POC) ->Y (KB) 0.552 0.563 0.169 3.272 0.001 0.677 0.651
X3 (RPC) -> Y (KB) 0.216 0.206 0.166 1.303 0.097

Sumber: data diolah

Pada tabel 6 juga diperoleh nilai Adjusted R?
sebesar 0.651. Hasil ini menunjukkan bahwa 65.1%
variabel kinerja belanja pada instansi pemerintah
dapat dijelaskan oleh 3 (tiga) variabel yaitu public
human capital, public organizational capital, dan
relational public capital. Sisanya yaitu sebesar 34.9%
dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model
penelitian, ceteris paribus.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa public
human capital berpengaruh positif terhadap kinerja
belanja, sehingga hipotesis 1 diterima. Hasil pengujian
ini sejalan dengan Farah & Abouzeid (2017), namun
tidak sejalan dengan Ednoer et al. (2022). Pengujian
yang dilakukan oleh Ednoer et al. (2022) dilakukan
pada instansi pemerintah yang berbeda dan terhadap

kinerja organisasi secara umum. Berdasarkan resouce
based view, suatu organisasi dapat memperoleh
keunggulan kompetitifnya dengan memanfaatkan
sumber daya yang tersedia pada internal organisasi
tersebut (Firmansyah, 2017; Firmansyah et al., 2021).
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pegawai yang
memiliki tugas dan fungsi terkait dengan implementasi
anggaran di DJKI memiliki peran yang sangat krusial.
Oleh karena itu, pemanfaatan penggunaan sumber
daya manusia secara optimal merupakan salah satu
strategi yang baik digunakan oleh instansi pemerintah
dalam pencapaian kinerja belanja yang optimal.
Kemampuan dan kompetensi pegawai
merupakan salah satu pendukung dari kualitas belanja
yang baik. Selain itu, pengalaman dan keahlian pegawai
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yang memadai serta adanya pelatihan yang diberikan
kepada pegawai ternyata memiliki kontribusi yang
positif pada kinerja belanja. Instansi pemerintah yang
memiliki pandangan bahwa peran kompetensi pegawai
dalam implementasi anggaran melalui belanja
pemerintah dapat mencapai kinerja belanja yang
optimal.

Hasil pengujian hipotesis lainnya
menunjukkan bahwa public organizational capital
berpengaruh positif terhadap kinerja belanja, sehingga
hipotesis 2 diterima. Hasil pengujian ini sejalan dengan
temuan Farah & Abouzeid (2017), dan mengkonfirmasi
temuan Ednoer et al. (2022). Berdasarkan resource-
based view, pemanfaatan secara optimal sumber daya
yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat meningkatkan
kinerja organisasi tersebut, termasuk penerapan public
organizational capital atas kinerja belanja organisasi
pemerintah.

Budaya organisasi di DJKI yang melekat pada
organizational capital dapat meningkatkan motivasi
dan mendorong pegawai bekerja secara profesional
dan mendukung pegawai untuk memiliki integritas
yang tinggi dalam pekerjaan. Selain itu, pegawai
menganggap struktur organisasi yang ada telah sesuai
dengan kapasitas pekerjaan yang ada. Pegawai juga
memandang lingkungan pekerjaan di DJKI mendukung
pengembangan kapasitas pegawai melalui
pembelajaran yang berkelanjutan dan diskusi untuk
menyelesaikan masalah dalam pekerjaan. Selanjutnya,
pengawasan dan prosedur operasional standar
dianggap telah efektif untuk menyelesaikan pekerjaan.
Struktur organisasi yang jelas dapat menciptakan
organizational capital yang baik, sehingga kondisi ini
berdampak pada peningkatan kinerja belanja.

Hasil pengujian terakhir menunjukkan bahwa
relational public capital juga berpengaruh positif
terhadap kinerja belanja, sehingga hipotesis 3 diterima.
Hasil pengujian ini mengkonfirmasi temuan Ednoer et
al. (2022) walaupun dengan menggunakan organisasi
yang berbeda. Sejalan dengan resource-based view,
kemampuan organisasi pemerintah dalam
berhubungan dengan berbagai pemangku kepentingan
membuktikan dapat mendukung peningkatan kinerja
belanja yang merupakan bagian dari kinerja organisasi
instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil survei kuesioner
menunjukkan bahwa pegawai memandang
organisasinya mampu melakukan kerja sama dengan
baik dengan instansi/kantor di bawah DIKI,
instansi/kantor lain di luar DJKI, dan penyedia barang
dan jasa. Selain itu, peran dan figur pimpinan di DJKI
serta kemudahan untuk mengakses informasi penting
bagi masyarakat dan media karena hal ini terkait
dengan kepercayaan masyarakat dan image DIKI.
Pegawai juga memandang bahwa penyusunan
program kerja yang dilakukan oleh organisasinya selalu
melibatkan masyarakat. Belanja pemerintah menjadi
lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat karena masyarakat turut andil dalam
penyusunan program kerja, hal ini akan meningkatkan

kinerja belanja pemerintah. Oleh karena itu,
implementasi anggaran pada belanja pemerintah akan
semakin optimal dengan keterlibatan pemangku
kepentingan terkait.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga
komponen intellectual capital yang terdiri dari public
human capital, public organizational capital, dan
relational public capital berpengaruh positif terhadap
kinerja belanja. Temuan ini mengkonfirmasi resource-
based view vyaitu pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki  suatu  organisasi pemerintah  dapat
meningkatkan kinerja belanja yang merupakan kinerja
organisasi.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa instansi
Pemerintah di Indonesia perlu memandang bahwa
komponen intellectual capital dapat dimasukkan
sebagai kebijakan atas implementasi anggaran
sehingga organisasi tersebut dapat mencapai kinerja
organisasinya secara optimal termasuk kinerja belanja.
Dengan demikian, harapan agar pemerintah dapat
mempertanggungjawabkan pengalokasian anggaran
dengan baik dan tepat sasaran serta manfaat yang
diperoleh oleh masyarakat terkait dengan pelayanan
sektor publik yang disediakan oleh pemerintah dapat
tercapai.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini hanya menggunakan sampel
yang relatif sedikit dan hanya menggunakan responden
di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Selain itu, beberapa kuesioner tidak dapat digunakan
karena adanya indikator yang tidak diisi dengan
lengkap oleh responden, sehingga mengurangi sampel
penelitian. Selain itu, referensi yang membahas
intellectual capital di sektor publik juga masih terbatas.
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel
penelitian yang lebih besar, tidak hanya menggunakan
lingkup unit eselon 1 saja, namun dapat menggunakan
lingkup kementerian/lembaga untuk mendapatkan
hasil pengujian yang lebih komprehensif.
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